
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 14 Tahun 2011 

Tentang 

PENYALURAN HARTA ZAKAT 
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN 

 

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong 
munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil 
zakat; 

  b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan 
manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya 
bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, 
yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;  

c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat 
muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta 
zakat dalam bentuk aset kelolaan;  

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa 
tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan  
guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

       

 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. Al-
Taubah : 103). 

              

           

   

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 
mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai  suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60). 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain: 
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“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman 
bersabda : … Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah 
SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya 
di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-
orang fakir di antara mereka”. (HR Bukhari dan Muslim dari 
Ibnu Abbas) 

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari 
Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian 
zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq 
sebagai berikut: 

 
“Muadz berkata kepada penduduk Yaman :  Berikanlah 
kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran 
zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu 
lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat 
Nabi SAW di kota Madinah” (HR Bukhari, al-Thabrani, dan 
al-Daruquthni) 

4. Qaidah fiqhiyyah : 

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan 
dituju “ 

“Tindakan pemimpin [ pemegang otoritas ] terhadap rakyat 
harus mengikuti kemaslahatan “ 

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari 
dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang 
menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai 
kebutuhan mustahiq sebagai berikut: 

“ Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat 
dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal 
berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja,  
diberi alat-alat pekerjaannya … “. 

2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Syarah Al-Minhaj li 
al-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian 
harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan 
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dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya 
sebagai berikut: 

“Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk 
bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi 
harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur 
hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di 
negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi 
seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya 
melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi 
setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. 
Dan tidaklah dimaksudkan di sini – orang yang tidak dapat 
bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan 
tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset 
properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi 
menjadi mustahiq zakat“. 

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa 
(25/82 ) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat 
dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, 
sebagai berikut: 

“ Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek 
zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan 
yang jelas adalah tidak boleh.  Oleh karena itu Nabi 
Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau 
tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari obyek 
zakat yang tidak dimiliki oleh seorang muzakki dalam zakat 
hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai 
obyek zakat tersebut … … dan juga karena prinsip dasar 
dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada 
mustakhiq, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu 
bentuk harta atau sejenisnya.  Adapun mengeluarkan nilai 
dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta 
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kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh … … 
seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta 
zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja 
karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan 
apa yang mereka inginkan.  Demikian juga kalau Amil zakat 
memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih 
bermanfat kepada kaum fakir “. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan 
Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan 
Umum Tanggal 2 Februari 1982; 

5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 
yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk 
kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan 
sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak 
membolehkan dan membolehkan; 

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam 
Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang 
terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM 
BENTUK ASET KELOLAAN 

Pertama :   Ketentuan Umum 

  Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 
Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang 
diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam 
pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, 
sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.  

Kedua :   Ketentuan Hukum 
Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan 
adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut  : 
1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk 

menerima harta zakat. 
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para 

mustahiq zakat.  
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset 

kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat 
dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk 
dijadikan sebagai dana kebajikan.   

Ketiga   :   Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan 
dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk 
menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 12  Rabi’ul Tsani 1432 H 
 17  M a r e t         2011 M 
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